
BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang La. bahwa dalam rangka pengaturan pemberian tambahan

penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Solok, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Solok Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok,

b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan, maka

terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu diubah,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas
Peraturan Bupati Solok Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok,

M



Mengingat . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang1
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 25),
. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang2.

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang3
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6673),
. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang4.
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang5.
Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah
Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4447):
|

. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang6
Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6718),

NII



7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6477):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6340),
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
13.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun

2017 tentang" Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun
2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Solok Nomor 71):

14.Peraturan Bupati Solok Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok:

Y



Memperhatikan

Menetapkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun
2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri

Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah:

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 2

Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan

Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun
2022 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) Pasal 22 diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Plt diberikan TPP ASN tambahan dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. pejabat struktural yang merangkap Plt pada jabatan
setingkat dengan jabatan definitifnya baik di dalam

atau di 'luar Perangkat Daerah/unit kerja,
menerima TPP ASN yang lebih tinggi dan ditambah
sebesar 20”6 (dua puluh persen) dari TPP ASN yang
lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan Plt

yang dirangkapnya,



b. pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt pada

jabatan yang berada satu tingkat di atas jabatan
definitifnya hanya menerima TPP ASN pada jabatan
yang tertinggi, dan

c.TPP ASN tambahan bagi pegawai ASN yang
merangkap sebagai Plt dibayarkan terhitung mulai

tanggal menjabat sebagai Plt.

(2) TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

(2)

(3)

(1) diberikan kepada pegawai ASN yang menjabat
sebagai Plt paling singkat 1 (satu) bulan kalender yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 26 di ubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 26

Pegawai ASN yang belum menyelesaikan tindaklanjut
hasil audit internal maupun eksternal dikenakan

pemotongan sebesar 10 Yo (sepuluh persen) per bulan

dari TPP yang diterima.

Apabila hasil audit internal maupun eksternal kurang
dari 10 dari TPP yang diterima perbulan, maka

pemotongan disesuaikan dengan jumlah hasil audit.

Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) disetorkan ke kas daerah sebagai bagian dari

angsuran tindaklanjut pegawai ASN terkait, dan bukti
setoran asli disampaikan ke Inspektorat Daerah.
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Diundangkan di Arosuka

3. Ketentuan Pasal 30 di ubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 30

Apabila setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini:

a. terhadap perangkat daerah yang mengalami perubahan
nomenklatur atau yang belum ditetapkan kelas

jabatannya, maka TPP ASN yang diberikan sesuai

dengan kelas jabatan terendah pada jenis jabatan yang
sama pada perangkat daerah yang bersangkutan, dan

b. terhadap pejabat struktural yang terdampak

penyetaraan jabatan ke jabatan fungsional, maka TPP

ASN yang diberikan sebesar TPP ASN pada kelas jabatan
struktural yang lama.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April
2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 30 Maret 2022

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

pada tanggal 30 Marek 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 5
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA,
GIAN HUKUM

FERRIZALDI
|


